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Abstrak
Political ethics is the basic capital for political elites or groups to gain power. Political ethics aims to produce clean, efficient, and effective governmental power and foster a democratic political atmosphere. Political ethics also requires power holders to have a high level of concern in providing services to the community. Political ethics also requires power holders to carry out their mandate in running the government, if the holder of power violates the rules and values system or is deemed unable to fulfill the mandate of the people, nation and state, then the power holder is ready to resign from the position mandated by the people.
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Latar Belakang
Manusia mengembangkan seperangkat ilmu pengetahuan bersumber pada kenyataan bahwa ia memerlukannya. Pengetahuan yang tepat merupakan kebutuhan mutlak agar manusia dapat bertahan dan mewujudkan suatu kehidupan yang dapat dihayati sebagai wajar dan memuaskan. Berbeda dengan semua binatang, manusia hidup dan berkembang tidak hanya berdasarkan dinamika instingtual yang ada padanya, melainkan melalui tindakannya yang disadari dan disengaja. (Franz, 2016: 4) Walaupun ia tergantung dari berbagai kondisi alamiah dan sosial, namun kondisi-kondisi itu tidak memastikan seluruhnya bagaimana ia akan berlaku. Berbeda dengan binatang, manusia memiliki kemampuan untuk mengerti dan untuk berbahasa dan dengan demikian dapat menyadari kondisi-kondisi objektif daripadanya ia tergantung. Ia dapat menamakan, memahami, dan menilaikondisi-kondisi itu dan karena itu ia dapat mengambil suatu sikap yang ditentukan sendiri. Sesuai dengan penilaiannya, ia dapat mengembangkan kondisi-kondisi itu secara kreatif. Ia dapat mengakui tapi juga menolaknya. Dalam hal ini, ia mau tak mau selalu bertindak dalam cakrawala masa depan. Ia dapat memperhitungkan akibat tindakannya dan membuat rencana. Dalam hal ini, ia secara sadar belajar dari masa lampau. (Hoffe, 1981: 29) 
Konsep manusia sebagai makhluk politik menunjukkan bahwa pemikiran politik yang menyangkut proses dan hasil dari kegiatan politik dari suatu sistem politik suatu pemerintahanberdasarkan pada hakikat manusia. Hal ini berarti manusialah yang harus menjadi kriteria atau ukuran dan tujuan. Dalam politik orang bisa saja meremehkan fakta bahwa pada dasarnya manusia itu ambivalen, maka kekuasaan dimanapun dan kapanpun selalu tidak hanya digunakan dengan baik tetapi juga disalahgunakan. Oleh sebab itu sejak dulu kala manusiamengupayakan untuk menentang penyalahgunaan kekuasaan, terutama yang dilakukan oleh mereka pemegang kekuasaan politik.
Filsafat moral dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi dasar seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika memberikan dasar moral kepada politik. Menghilangkan etika dari kehidupan politik berimplikasi pada praktek politik sebagai alat untuk melakukan segala sesuatu, baik atau buruk tanpa mengindahkan kesusilaan, norma yang berlaku seakan bernuansa bebas nilai.
Kebebasan manusia dapat ditolerir sejauh mana ia sendiri dapat mengembangkan pikiran tentang tujuan-tujuan dan sarana-sarana kehidupannya dan sejauh ia dapat mencoba untuk bertindak sesuai dengannya, ia adalah bebas karena ia mampu untuk melihat ruang gerak dengan berbagai kemungkinan untuk bertindak yang sudah tersedia atau diciptakannya sendiri daripanya ia dapat memegang salah satu.( Suseno, 2016: 12) Begitupun dalam kehidupan politik sebagai salah satu ekspresi dari kehidupan sosial manusia, meskipun berlaku secara sosial, keterkaitannya dengan yang transenden tidak akan terlepas. Untuk itu mengatur kehidupan politik, dengan jalan menjadikan etika sebagai dasar politik dapat diharapkan adanya politik yang mengindahkan aturan-aturan permainan, apa yang harus dilakukan dan apa yang wajib dibiarkan. (Iswara, 1980: 89)
Dalam tulisan ini penulis mengupas tentang etika, politik, dan kekuasaan. penulis menggunakan metode konseptual yang nantinya akan membahas tentang etika politik dan kekuasaan yang dapat digunakan dan dipercaya dalam kehidapan bernegara.

Etika Politik
Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaituethos yang memiliki banyak arti: kebiasaan, adat, akhlak, kandang, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Arti inilah yang merupakan latar belakang terbentuknya istilah “etika” yang oleh Aristoteles (384-322 M) sudah dipakaiuntuk menunjukkan filsafat moral. Maka, etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang adat kebiasaan. (Bartens, 2000: 5) Kata yang maknanya samadengan etika adalah “moral”. Adapun kata moral berasal dari bahasa Latin mos (jamak: mores), yang artinya adalah adat atau kebiasaan. Sehingga, kedua kata tersebut secara etimologis mempunyai arti yang sama, yaitu adat kebiasaan. Hanya saja, asal usul kedua kata tersebut berbeda. Kata etika berasal dari bahasa yunani, sedangkan kata moral berasal daribahasa latin. (ibid)
Etika dibagi kedalam etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungan dengan kewajiban manusia dalam berbagai lingkup kehidupannya. Selanjutnya didalam kehidupan adanya etika individual yang mempertanyakan kewajiban manusia sebagai individu, terutama terhadap dirinya sendiri dan melalui suara hati terhadap yang ilahi. Etika sosial jauh lebih luas dari etika individual karena hampir semua kewajiban manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial. (Suseno, 2016: 8)
Sementara kata politik berasal dari kata polis bahasa Yunani, dapat berarti kota atau negara kota. Dari kata polis ini kemudian diturunkan kata-kata polites = warga negara, politikos yang berarti kewarganegaraan, politike te ekne = kemahiran politik, politike episteme = ilmu politik. Selanjutnya, orang Romawi mengambil alih perkataan Yunani itu, lalu menamakan pengetahuan tentang negara/pemerintah dengan istilah ars politica, artinya kemahiran tentang masalah-masalah kenegaraan. (Ranjabar: 1)
Politik adalah kompetisi yang berlangsung antar manusia, biasanya dalam kelompok, untuk membuat kebijakan sesuai keinginan mereka. (Roskin, 2016: 3) Defenisi politik dalam makna yang luas, adalah aktivitas yang melaluimasyarakat membuat, memelihara dan memperbaiki aturan umum yang diselenggarakan untuk mengatur kehidupan mereka. (Heywood, 2014: 2) Dengan demikian, politik itu sebagai sebuah sarana memperjuangkan kekuasaan serta mempertahankannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Berdasarkan penjelasan tentang etika dan politik di atas, etika politik pada dasarnya merupakan salah satu cabang dari filsafat. Sebagai sebuah usaha ilmiah, filsafat dibagi kedalam beberapa cabang. Dua cabang utama filsafat adalah filsafat teoritis dan filsafat praktis. Filsafat teoritis mempertanyakan apa yang ada dan bagaimana manusia harus bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul diwilayah ini adalah apa itu manusia, alam, hakikat realitas, apa itu pengetahuan, dan lain sebagainya. Sedangkan filsafat yang langsung mempertanyakan praktis manusia adalah etika. etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku, dan lain sebagainya. Dua-duanya, kebaikan manusia sebagai manusia dan kebaikannya sebagai warga negara, memang tidak identik. (Suseno, 2016: 10)
Aristoteles menulis bahwa identitas antara manusia yang baik dan warga negara yang baik hanya terdapat apabila negara sendiri baik. Apabila negara itu buruk, maka orang yang baik sebagai warga negara, yang dalam segala-galanya hidup sesuai dengan aturan negara yang buruk itu, adalah buruk, barangkali jahat, sebagai manusia dan sebaliknya, dalam negara buruk, manusia yang baik sebagai manusia, seseorang yang betul-betul bertanggung jawab, akan buruk sebagai warga negara, karena tidak dapat hidup sesuai dengan aturan buruk negara itu. (Aristoteles, h. 4)
Dalam ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Etika Politik dan Pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antarkekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.
Kekuasaan
Kekuasaan (power) merupakan suatu kondisi, yang memunculkan dua macam pemahaman. Pertama, pemahaman tentang orang yang memperoleh kekuasaan. Kedua, pemahaman tentang orang yang dikuasai atau yang tunduk pada kekuasaan itu. Namun demikian, sebagai pusat pemahaman kita tentang konsep kekuasaan, terletak di dalam sumber kekuasaan sebagai legitimasi atas kekuasaan itu pada satu sisi, dan sisi lain kemauan seseorang untuk tunduk pada kekuasaan yang maknanya adalah pembatasan. Di dalam bahasa yang sangat sederhana, bahwa kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. (Ranjabar, h. 114-115)
Dalam arti luas, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain, sehingga sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang berkuasa. Kekuasaan itu adalah jabatan-jabatan dalam organisasi, baik secara horizontal maupun secara vertikal (hierarki), dalam pengaturan dan penyelenggaraannya bersumber dari kekuasaan yang tertinggi dalam negara itu, kemudian dibagi-bagikan kepada kekuasaan yang membuat undang-undang (legislatif), kekuasaan untuk menjalankan undang-undang (eksekutif), dan kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang (yudikatif). Kekuasaan itu bertugas mengatur dan mengendalikan segala kegiatan manusia, baik secara perseorangan maupun secara kelompok atau golongan, agar tercapainya tujuan yang dicita-citakan oleh negara. (Ranjabar, h. 116)
Kekuasaan politik yang dikemukan oleh berbagai tokoh sebagaimana dikemukan oleh Miriam Budiarjo yaitu sebagai berikut: (Budiarjo, 2014: 60)
a. Menurut perumusan sosiologi oleh Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemampuan ini.

b. Menurut rumusan klasik oleh Harold D. Laswell san Abraham Kaplan, bahwa kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama.

c. Menurut ahli kontemporer, Barbara Goodwin, bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh orang bersangkutan tidak akan dipilih, seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya.
Jadi, kekuasaan merupakan konsep yang berkaitan dengan perilaku, secara umum diartikan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain, sehingga pihak lain berprilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi.
Etika Politik dan Kekuasaan
Etika politik menuntut agar kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku (legalitas) disahkan secara demokratis (legitimasi demokratis) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar moral (legitimasi moral). Ketiga tuntutan itu dapat kita sebut legitimasi normatif atau etis karena berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan hanya sah secara etis karena berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan hanya sah secara etis apabila sesuai dengan tiga tuntutan itu. (Suseno, h. 43)
Di Indonesia sebagai negara yang bentuk pemerintahannya demokrasi, untuk mendapatkan kekuasaan eksekutif dan legislatif harus ikut serta dalam pemilihan umum (pemilu). Disinilah sebenarnya kekuasaan berada ditangan rakyat untuk memilih siapa yang nantinya mereka percaya untuk memimpin mereka selama lima tahun kedepan. Partisipasi masyarakat yang menentukan siapa yang nantinya akan mendapatkan kekuasaan. Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. (Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, 2014, h. 367)
Dengan legalitas tersebut, kekuasaan diperoleh secara konstitusional dan digunakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain, bahwa hukum mempunyai wewenang tertinggi dan bahwa penguasa berada dibawah hukum. Hal yang sama berlaku terhadap tuntutan legitimasi moral. Pandanganbahwa pengambilan dan penggunaan kekuasaan harus dapat dibenarkan secara moral mengandaikan bahwa kekuasaan bisa diperoleh, baik secara sah maupun secara tidak sah,dan bahwa kekuasaan dapat dipergunakan secara baik dan secara tidak baik. (Ibid, h. 45)
Seharusnya kekuasaan dicari tidak hanya untuk kepentingan sendiri tetapi sebagai alat untuk melayani tujuan manusia. Kekuasaan politik dapat dan harus mementingkan kepentingan rakyat. Di segala tingkatan politik, kekuasaan harus dipakai untuk melayani, bukan untuk mendominasi, apapun komitmen pribadinya. Kekuasaan dan dominasi sama sekali tidak identik. Di segala tingkatan politik, apabila orang dapat melihat secara terus menerus bahwa seorang politisi, kelompok politisi atau pemerintah menggunakan kekuasaan akan mendominasikan pemikiran dan tindakan politik, serta akan menimbulkan kebencian dan permusuhan. Tetapi apabila politisi atau kelompok tertentu atau sebuah pemerintah berusaha untuk melihat bahwa kekuasaan adalah untuk melayani, bukan untuk mendominasi, maka dalam perjuangan kekuasaan mereka memanusiakan persaingan yang mematikan dan mempromosikan penghormatan dan penghargaan pada orang lain, mediasi, pengertian dan perdamian. (Kung, 2002: 134)
Berdasarkan pemikiran diatas, etika menjadi tantangan bagi elit politik dan pemegang kekuasaan pemerintahan, perlunya etika politik bagi pemilik kekuasaan sebagai pengendalian kekuasaan politik dan penyalahgunaan kekuasaan oleh institusi sebagai masalah fundamental dari teori-teori negara.
Kemunduran etika politik para pemegang kekuasaan dalam setiap jejak perjalanannya membuat “miris”. Kemunduran etika politik para pemegang kekuasaan salah satunya ditandai dengan menonjolnya sikap pragmatisme dalam perilaku politik yang hanya mementingkan kelompoknya saja. Kepentingan bangsa, menurut mereka bisa dibangun hanya melalui kelompoknya. Karena itulah, di samping aturan legal formal berupa konstitusi, politik berikut praktiknya perlu pula dibatasi dengan etika. Etika politik digunakan membatasi, meregulasi, melarang dan memerintahkan tindakan mana yang diperlukan dan mana yang dijauhi. Sebagai masyarakat yang modern, untuk mengetahui pentingnya etika dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia sangatlah perlu. Oleh sebab itu, politik harus diiringi dengan etika agar pemegang kekuasaan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Etika Politik dan Pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.
Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa etika politik dapat menentukan kekuasaan dari para elit politik. Bagaimana para elit politik bisa mempengaruhi rakyat dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan etika para elit politik itu sendiri. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan awal, dapat menentukan arah kebijakan umum suatu negara sesuai dengan apa yang mereka harapkan, diwakili oleh para elit politik dalam bersikap. 
Dari paparan secara konseptual di dalam artikel ini, penulis mencoba membuat sebuah konsep yang bisa di implemetasikan dalam kehidupan bernegara.
a. Sumber dari kekuasan berada ditangan rakyat;

b. Sebelum menentukan pilihan siapa yang nantinya dipercaya untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan, rakyat harus melihat track recordetika politik dari calon pemegang kekuasaan itu sendiri dalam hal ini elit politik;
c. Para elit politik atau kelompok tertentu yang memperebutkan kekuasaan negara harus melihat bahwa kekuasaan adalah untuk melayani bukan untuk dilayani;
d. Para elit politik atau kelompok tertentu yang memperebutkan kekuasaan negara harus mengubah pola pandangan bahwa kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok dan golongan;
e. Menumbuhkan budaya malu terhadap elit politik dengan adanya aturan etika politik yang di atur di dalam Konstitusi Negara Indonesia, serta siap mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
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